PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
JI Perintis Kemerdekaan Nomor 75 Telp 0281 - 635220 Fax 0281 - 630869
e-mail - dindik(@banyrmaskab.go.id

PURWOKERTO 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4816/ A1 /TAHUN 2022
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

w

Menimbang : bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh

setiap Pengguna Informasi Publik;

b.  bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas;

¢ bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang
dimaksud;

d  bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap
setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Infomasi Publik;

e bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d maka perlu ditetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Atasan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan

Mengingat a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

b.  Peraturan Pemenintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informas: Publik (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149),

c.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 42).
d.  Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1),
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

e.  Peraturan Komusi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Penyelesaian  Sengketa  [nformasi  (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5);

f . Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi  Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429),

g Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan  Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Bernita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

i.  Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

j.  Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas.

k. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor
289 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas Tahun 2022.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 481.6/1878/ Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Infomasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan
Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumnas,

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ... Tahun 2022 yang
{ercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada /13 Juni 2022
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DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KONSEKUENSI | PERTIMBANGAN BAG!

\
NO INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN | PUBLIK WNOKA |
! . INFORMASI ' !
| : | DIBUKA 11 outup | WAKTU |
— ‘ i | ¥
1 ! Biodata elektronik UU No 14 Tahun 2008 tentang | Mengunghap data | Melindungi data | Tidak Terbatas
| PNS(Data alamatdan | KIP Pasal 17 hurf h pribadi PNS yang pribadi PNS yang |
Nomor telpon / bersifat rahasia bersifat pribadi \
Handphone PNS) )
|
| 2| Dokumen/ | UU No 14 Tahun 2006 tentang | Mengungkap data Melindungi data Tidak terbatas
; berkas/arsip PNS | Keterbukaan Informasi Publik pribadi PNS yang pribadi PNS yang
| Pasal 17 huruf | bersifat rahasia bersifat rahasia
| 3. | Daftar nilai SKP Mengungkap data Melindungi data
| ens U No 14 Tahun 2008 teriang | g BNSyeng | pibadiPNSyang [Tidak terbatas
“ Keterbukaan Informasi Publik bersifat rahasia bersifat rahasia
Pasal 17 huruf i
| PP No. 10 Tahun 1979 tentang
: Penilaian pelaksana pekerjaan
| PNS
| | Pasal6 —— -
|
| 4 | Daftar kekayaan, UU No 14 Tahun 2004 tentang Mengungkap data Melindungi dala Tidak terbatas
‘ keuangan, asset dan Keterbukaan Informasi Publik pribadi PNS yang pribadi PNS yang
; pendapatan/rekening Pasal 17 hurufi bersifat rahasia bersifat rahasia
| bank PNS PP No 10 Tahun 1979 tentang
Penilaian pelaksana pekerjaan
1 PNS
L Pasal 6 . TN
5. | \dentitas PNS yang :Ul '”:;’ :4 Ta:“f‘" 2098&'}'}?"9 Mengungkap data Melindungi data Selama
melanggar disiplin AROuRE ;‘ ormasi Publk pribadi PNS yang pribadi PNS yang masin
dan mutasi PNS Pasal 17 huruf | bersifat rahasia bersifat rahasia dibutuhkan
\ dalam jabatan UUNo 14Th 2006
‘ struktural tentang KIP (Ps 17 mfrul 1) -
[ = . . .
6. | Identifikasi PNS Mengungkap data Melindungi data Tidak
yang mengajukan k’ll‘{';“ : 1T7a:un ‘2203 entang | oibadi PNS yang pribadi PNS yang Terbatas
izin perceraian / e bersifat rahasia bersifat rahasia
perkawinan
7. | Data usulan Merugikan proses Menjaga iklim Sampai
pengangkatan & UU No, 14 Ta:“" 2008tentang | penyysunan kondusif di lingkungan dengpan
mutasiPNS dalam | KIP Pasal 17 huruf| kebijakan atau kerja pelantikan
jabatan struktural hambatan
kesusksesan
kebijakan karena
adanya
pengungkapan
secara prematur .
| 8. | HpS (Harga - UU No. 14 Tahun 2008 tentang | yjenghambat Efisiensi anggaran | Selama
Perkiraan Sendir ) & KIP P‘ﬁa' 1; huruf | dggahurul J| kesuksesan karena diperoleh pengadaan
be”r';s °': hTahun 2 kebijakan karena penawaran harga barang /
SeTIR pEnEEnaYY adapengungkapan | yang wajar jasa
secara prematur (
Informasi apabila
bukan
menimbulkan
penilaian tidak
objektif )
9. | Dokumen - UUNo. 14 Tahun 2008 tentang | \yncyl persaingan | Dapat menjaga Selama
penawaran kontrak " KIP Pasal 17 huruf | dan huruf J} \sana yang idak objekiifikasi penilaian | pengadaan
eppres No. 80 Tahun 2003 sehat barang /
beserta perubahannya jasa
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10. | Rencana = UU No. 14 Tahun 2008 tentang | pyqnghambat Mencegah spekulan | Sampai
Pembeliian Tanah KIP Pasal 17 huruf o angka 4 kesu?\scsan tanah o seles?ainya
dan Properti kebijakan karena proses
ada pengungkapan pembebasa
secara prematur _ ntanah
1. | Lokasi Server - UUNo. 11 Tahun 2008 Tindakan kriminal Melindungi/ Tidak
tengtang informasi dan pengrusakan, mengamatikan Terbatas
'g:)ags;;wksl Elekuronk/ ITE (Pasa pencurian data perangkat serta data
12. | Kode Akses UU No. 11 Tahun 2008 tenglang | penyalahgunaan  Menjaga keamanan Tidak
Elektonik dan User informasi dan Transaksi oleh pihak lain aringan komputer Terbalas
Akses/ Password Elektronik/ [TE (Pasal | angha 16)
13. | Sistem Keamanan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 17| panyalahgunaan Menjaga keamanan | Tidak
Elektronik huruf J UU No. 11 Tahun 2008 1 jgh pinak lain jaringan komputer | Terbatas
tentang Informasi dan Transaksl
Elektronik
14. | Sistem Managemen UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 17 | peqyaiahgunaan  Menjaga keamanan Tidak
Database huru J UU No. 11 Tahun 2008 | gjeh pinak lain jaringan komputer Terbatas
tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
o = [ B
15. | Laporan Hasil - UUNo. 14 Tahun 2008 Pasal 6 | yenghambat Membantu Badan | Tidak
Pemeriksaan : :ﬂ:ﬂ:? ayal 6 dan Pasal 17| gesuksesan Publik dalam Terbatas
i Kebijakan karena rnencapai
E:’;‘;g‘r‘“a" - Peraturan MENPAN No. PER / peng;ungkapan keberhasilan
04/M.PAN/03/2008 tentang | secara prematur pelaksanaan
Pemeriksaan Kode Etik Pengawasan dan No. kebijakan
Kasus PER /05/M.PAN/03 /2008
Pemeriksaan tentang Standar Audit
huses Pengawasan Interen Pemerintah
, bab / no. 4500
Review . Peraturan Mentri Dalam Negeri
Laporan No. 28 Tahun 2007 tentang
Keuangan Norma Pengawasan dan Kode
; Etik Pejabat Pengawas
E:?rl\:i?;ixan Pemerintah, Lampiran | bab
Norma Pedoman huruf A
Pemendragi 51 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengawasan
| PenyelenggaraanPemda | 4 ——
16. | Laporan keuangan - UUNo. 14 Tahun 2008 tentang | . pikhawatirkan - Melindungi data - Setelah
(Kwitansi, SPK, KIP Pasal 17 huruf H 1, J disalahgunakan laporan keuangan dilakukan
SPMU, SPJ, - Kepres No. 80 Tahun 2003 - Mengungkap SKPD yang bersifat audit dan
Dokumen Kontrak Beusi?a g:’,‘;gﬁsﬁ“;g;a entang | data secara rahasia disahkan
S0 DE— Keuar?ban Negara ' prematur - Tidak keluar data oleh BPK
geegar:rgzr:;ggjr;waba . UU No. 1 Tahun 2004 tentang |- Melanggar UU yang belum valid ﬁ::‘p:r:
hyon Perbendaharaan Negara . UUNo{4Tahun | Membantu badan kh’g oy
- UUNo. 15 Tahun 2006 tentang |  n0e p‘a al Publik dalam akhir tahun
L cayat6 dan mencapai
. UU No. 14 Tahun 2008 pasal asal 17 huruf keberhasilan
huruf ¢ ayatpasal 17 hurufl | E’eraiuran MENPAN | Pelaksana kebijakan
. Peraturan MENPAN No. Per / 04 No. Per /04 /M.PAN
{ M.PAN/ 03/ 2008 tentang ’05 12008 tentén
standar Audit pengawasan intery - o0 A it g
pemerintah bab / no. 4500 prmbbpuy T
Peraturan Mentri Dalam Negri Pe ediatah bal 98
No.28 Tahun 2007 tentang Norma 2500 ‘
Pengawasan Pemerintah,
lampiran | bab Norma Pelaporan |- Peraturan Mentri
huruf a Dalam Negri
No.28 tahun
2007 tentang
Norma
Pengawasan dan
Kode Etik pejabat
Pengawa
Pemerintah,
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NormaPelaporan |

huruf a
| | S S — S S,
\7. | DokumenPerjinan | UU No. 14 Tahun 2008 teniang Dapat Melindungi data Selama
! KIP, Pasal 17 huruf h disalahgunahan perusahaan / dokumen
R} oleh pihak Yang | perseoranganyang | masih
, tidak ‘ bersifat rahasia berlaku
[ bertangungjawab
| Dapat mengunghap
i data perusahaan /
' perseorangan yang
g l o bersifat rahasia ETr—
18 Datarekam medis "UUNo.14 Tahun 2008 fentang | _ pelanggar UU dan | Sesuai amatUU dan | Tidak
gurw/ ASN KIP Pasal 17 huruf h melanggaretka | etika kedokteran Terbatas
[ - UU No. 5 Tahun 1997 tentang kedokteran
i psikotropika pasal 57
" - UU No. 23 tahun 1992 tentang
‘ Kesehatan Pasal 53
| - PP No. 10 Tahun 1966 tentang
\ Wijib Simpan Rahasia
i Kedokteran Pasal 3
- PP No. 26 Tahun 1960 tentang
Lafal Sumpah pasal 1
19. | Penilaian prestasi - UUpasal 17n UU KIP Timbulnya - Tidak ada Dalam
kerja pegawal kecemburuan persaingan yang waktu
sosial tidak sehat perjalana
n
2 | Dowempeiielan | YN HIRAR et 17 e Menghambat Mencegah spekulan  Sampa
tanah untuk angka 4 I\esgksesan tanah elesainya
pembangunan kebijakan karena proses
sekolah baru ada pengungkapan pembebasan
secara premalur tanah

21 | Datasiswa UU No. 14 Tahun 2008 tentang Mgngqngkap data Melindunai data Tidak
pengguna narkotka KIP Pasal 17 huruf a dan hurufh | pribadi pengguna pribadi pgngguna terbatas

- UU No. 5 Tahun 1997 tentan narkotka dan narkotika dan dapat | kecuali t;ila
Psikotropika Pasal 57 menghambat proses memperlancar proses | adajin

- PP No. 10 Tahun 1996 Tentang | penegakan hukum penegakan hukum khusjus
wajib Simpan Rahasia yang sedang berjalan
Kedokteran Pasal 3

‘\ PP No. 26 Tahun 1960 tentang

| Lafal Sumpah pasal 1

|

22 | Datasi - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Mt_angungkap data . .
I penggus:aaobat KIP Pasal 17 huruf a dan huruf h pn_badi pengguna :A:t‘)’;;u;g;g;n " E::tas
1 psikotropika UU No. S_Tahun 1997 tentang psikotropika dan psikotropika dapat keeuil t'Jila
psikotropika pasal 57 penghambat proses memperlancar proses | adaijin
PP No. 10 Tahun 1966 tentang | penegakan hukum penegakan hukum o
Wijib Simpan Rahasia yang sedang
Kedokteran Pasal 3 dijalankan

1 PP No. 26 Tahun 1960 Tentang

i Lafal Sumpah Dokter Pasal 1

| - R -

| 23 | Detail Dokumen PP 6/ 2006 Pengelolaan Barang Persaingan yang tdak | ik a proses awal Set

; Perjanjian Milik Negara / Daerah Pemendagri) sehat kel]'asr;ma di:::?ir'rlnban
Kerjasama 1712007 Pedoman Teknis kan surat

Pengelolaan Milik Daerah kool sk
perjanjian

L T kerja sama

. 24 | Laporan PP g::gg?g Melanggar UU SesuaiamanatUU | Kecuali atas
kp&! tanggungjawaban keputusan

euangan OPD pengadilan

!

' 25 | Laporan Hasi UU 14/2008 Melanggar UU : :
Rapat, Data.data ::pa?l:go 5501 Dapat Sesuai amanat UU ?:;:;:aat:iﬁt:ﬁ
Kepegawaian, 10 mengungkapkan pimpinan

L - Publi atas
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i wnaga | |
kependidikan komisi
: informasi
‘ atau
T . pengadilan
| 26 | Naskah soal ujian UU No. 14 Tahun 2008 tentang | Membocorkan rahasia | pselindungi rahas i.a Selama -
| satuan pendidikan KIP, Pasal 17 hurufi negara negara masih
| berlaku
\ 27 | Hasil pemeriks%n | UU No. 14 Tahun 2008 tentang Membocorkan (ahasia| \aindungirahasia | Selama
k ujian sekolah KIP, Pasal 17 huruf i negara negara masih
| berlaku
28 | Data M 0 "UUNo. 14 Tahun 2006 tentang | Dapat mengungkap | Meline rn Selam: -
i Satidhion KIP, Pasal 17 huruf b rahasia pribad :;‘:;‘;‘;‘,“;‘3;;31‘::;" e
Khusus (menganggu kondisi berlaku
psikologis )
29 | Btanko jasah s dokumannegaa | apatdisalah guiakan pgnjaga dokumen | Selama
" oleh pihak yang ¥ak | gaq penyalah gunaan | masin
- bertanggungjawab berlaku
ﬁ_{'m L UU No_ 14 Tahun 2008 tentang Dapat mengungkap Mekndung ™ o
kekerasan berbasis KIP, Pasal 17 huruf h rahasiapribadi | yerahasiaan kasus masih
gender dan anak L UU No 23 Tahun 2004 lentang (menganggu kondisi | yorban kekerasan berlaku
yang ditangani oleh Penghapusan Kekerasan dalam psikologis dan berbasis gender dan
Pusat Pelayanan Rumah Tangga traumats) anak
Terpadu UU No 35 Tahun 2014 atas
Pertindungan Perubahan UU No 23 Tahun 2002
Kekerasan Berbasis tentang Perlindungan Anak.
| Gender dan Anak
. |peexeony | IS SES—
3 Dapat disalahgunakan | ompant
Rl v 0 Mo 14 Th 2008 trtan]| cenphabphik 66k | momsaom e
t , KIP, Pasal 17 huruf i beﬂanqgunﬂawm berlak
[ Pemeriksaan . Undang-undang Nomor 15 Tahun ﬁ:’;‘:ﬁ:"‘ -

2004  tentang Permnksaij
Pengelolaan  dan  Tanggung
Jawab Keuangan Negdrd Pasal 3| [ | o

JIPAS PENDIDIKAN
 BANYUMAS
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